BABIV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSA TRANSAKSI

REPO SBIS PADA BANK INDONESIA SURABAYA

A. Analisis Klausa Repurchase Agreement (REPO) SBIS Di Bank Indonesia
Surabaya

Transaksi REPO merupakan salah satu alternatif atau memiliki

peluang investasi keuangan. Repurchase Agreement atau sering disingkat

REPO adalah transaksi jual beli surat-surat berharga disertaj dengan

perjanjian bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang

telah ditetapkan lebih dahulu.!

Selama ini banyak perbankan syariah merasa diperlakukan berbeda
dengan bank konvensional, yang telah lebih dahulu menikmati SBI
konvensional. Untuk itu Bank Syariah meminta keadilan kepada Bank
Indonesia agar diterbitkan SB] Syariah, setelah Bank Indonesia mengantongi
izin dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

untuk menerbitkan SBI Syariah.

Dalam rangka memenuhi tujuan untuk mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter. Salah satunya adalah dengan menerbitkan

! Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, hal. 406,
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sertifikat Bank Indonesia Syari’ah SBI Syariah (SBIS). Dari sinilah muncul

{ransaksi REPO SBI Syariah yang persyaratannya sebagai berikut:

a. Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib
memiliki agunan berupa SBI Syariah dengan sisa Jjangka waktu paling
singkat 2 (dua hari kerja pada saat repo SBI Syariah jatuh tempo).

b. BUS atau UUS tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi larangan
mengajukan REPO SBI Syariah.

Beberapa mekanisme dan persyaratan yang digunakan dalam
pelaksanaan transaksi REPO SBI Syariah yaitu :

1. REPO SBI Syariah hanya dapat diajukan kepada Bank Indonesia

2. Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) mengajukan
permohonan REPO SBI Syariah melaluji BI Scripless Securities
Settlement System (BI-SSSS) sesuai window time (atuh tempo) yang
ditetapkan.

3. BUS atau UUS yang mengajukan Repo SBI Syariash harus
menandatangani perjanjian pengagunan SBI Syariah dalam rangka Repo
SBI Syariah

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa transaksi REPO harus melalui
persyaratan dan mekanisme tertentu. Persyaratan dan mekanisme tersebut
harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Baik pihak BI ataupun BUS atau

UUS.
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B. Analisis Klausa Repurchase Agreement (REPO) SBIS Menurut Hukum Islam
Repurchase agreement (REPO) adalah suatu transaksi penjualan
instrumen efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana
pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan
pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah
disepakati dalam waktu akad.

REPO SBI Syariah hanya dapat diajukan kepada Bank Indonesia dan
akad yang digunakan dalam REPO SBIS adalah qardyang diikuti rahn.

Terlihat bahwa transaksi REPO tersebut disertai dengan syarat bahwa
penjual akan membeli kembali SBI Syariah yang telah dijual tersebut. Ulama
Hanafiyah menetapkan syarat sah akad jual beli harus terhindar dari
ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan waktu (taugit).? Dalam transaksi
lersebut terdapat pembatasan waktu, yaitu sampai dengan tanggal tertentu
sesuai perjanjian.

Jual beli yang dikaitkan dengan syarat, batil menurwt jumhur,
sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli yang dikaitkan dengan syarat
adalah fasid’ Ulama Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli bersyarat
adalah batal, sedangkan Imam Malik menyatakan jual beli bersyarat adalah
sah, apabila pembeli diber hak khiyar.*

Dalam persoalan kemerdekaan pihak-pihak yang melakukan suatu

akad dalam menentukan syarat-syarat dalam akad, terdapat perbedaan para

? Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, hal. 80,
* Nasrun Haroen, Figih Muamalah, hal. 126,
* Ibid, hal. 128.
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ulama figih. Menurut ulama Zahiriyah, seluruh syarat yang dikemukakan
pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syara’ sebagaimana
tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Syarat-syarat itu batal.

Menurut jumhur ulama figih, selain ulama Zahiriyah pada dasarnya
pihak-pihak yang berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-
syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun demikian kebebasan menentukan
syarat tidak ada larangan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Orang yang
melakukan akad bebas untuk mengemukakan dan menentukan syarat, selama
syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak Syara’ dan tidak bertentangan
pula dengan hakikat akad.’

Berdasarkan keterangan di atas, maka Jika ditinjau dari syarat-syarat
yang dibuat oleh pihak yang berakad, pembatasan dengan waktu (taugid)
adalah bertentangan dengan ketentuan syara’ karena dalam suatu akad jual
beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, sebab jual beli adalah akad
yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual
kepada pembeli.

Tedapat silang pendapat diantara paré ulama dalam hal REPO karena
sebagaian ulama berpendapat bahwa REPO termasuk jual beli bersyarat jual
beli dengan syarat. Fuqaha yang membatalkan jual beli dengan syarat

mengambil dasar keumuman larangan Nabi Muhammad Saw.%

3 Ibid, hal. 105-106.
¢ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, juz [, hal. 773.
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Di samping itu, jual beli yang dikaitkan dengan Syarat itu termasuk
jual beli yang dilarang oleh syara* ’

Sesuai hadist yang berbunyi:

0. s . % o’,A.. e, % ‘01/ s
‘J’ﬂjgﬂg}‘rl“.}fel"”'&“’j“' dm) ¥
"Rasulullah saw melarang jual beli yang diiringi dengan syarat. "(HR. Muslim

An-nasai, Abu Daud At-Tirmidzi dan 1bn Majjah)

Dalam hal ini, Repo merupakan permasalahan kontemporer dari
pengembangan bay’ al-wafa’ sehingga bisa diambil hukumnya dari ketentuan
hukum bay’ al-wafy’ sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya. Para ulama figih lainnya tidak boleh melegalisasi bentuk jual
beli ini beralasan bahwa:

1. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu,
karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik
Secara sempurna dari penjual kepada pembeli.

2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus
dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap
mengembalikan uang scharga jual semula.

3. Bentuk jual beli tidak pernah ada di zaman Rasulullah Saw maupun di

zaman sahabat dan

7 Ibid, hal. 153
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4. Jual beli ini merupakan hal yang tidak sejalan dengan maksud-maksud

syara’ atau pensyariatan jual beli.®

Melihat mekanisme serta aplikasi dari transaksi Repo tidak bisa
digiyaskan dengan bay’ al-wafy’, Menurut ulama mutakhirin bay’ al-wafy’
diperbolehkan dengan beberapa alasan sebab alasan yang membolehkan bay’
al-wafa’ tidak terdapat dalam Repo. Seperti tujuan bay’ al-wafa’ untuk
menghindari kemungkinan terjadinya transaksi yang mengandung riba.
Sedangkan dalam transaksi Repo SBI Syariah dengan sampainya batas waktu
investor awal yang menjual SBI Syariah harus menambah nilai nominal dasar
surat berharga tersebut yang ditet apkan di muka yang merupakan unsur riba.

Sedangkan dalam pasal 1519 sampai dengan 1532 Kitab Undang-
Undang Hukum perdata. Jual beli dengan hak membeli kembali adalah sah
sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

Ketentuan tersebut sudah menjadi kesepakatan pada saat terjadinya
akad Repo dan harus dipenuhi.

Adapun pendapat yang membolehkan bay’ al-wafa’ menurut ulama
mutaakhirin dengan beberapa alasan untuk kemaslahatan masyarakat dengan

dasar Kaida Berikut:

° ° s - L] °
Sl f33y il LI

"Menarik manfaat dan menolak kemadharatan’®

® Nasrun Haroen, Figih Muamalah, hal. 156,
? Imam Musbikin, Qowaid Al-figiyah, hal. 31
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Dari gawaid di atas tidak lain pembolehan suatu peristiwa harus
dikembalikan lagi pada kaidah utamanya, yaitu kita harus pandai mengukur
kadar positif dan kadar negatif terhadap dampak yang akan kita hadapi.

Dengan melihat konteks (sosialishistoris bay’ a/-wafa’) dan teks (dalil
syara’/qawaid), kebolehan jual beli bersyarat hanyalah untuk mencari
kemaslahatan umat.

Melihat dari dasar di atas tersebut bahwasanya transaksi Repo SBI
Syariah bisa dikatakan boleh dikarenakan dalam transaksi tersebut kedua belah
pihak saling menguntungkan tidak ada satu pihak yang dirugikan dan akad
yang digunakan dalam Repo SBIS adalah sesuai dengan syara’. Dari pihak
Bank Indonesia sebagai penerbit SBI Syariah berterima kasih untuk pinjaman
para investor sebagai pembiayaan kas Bank Syariah (Bank Umum Syariah
atau Unit Usaha Syariah) yang mengalami likuidasi, dan juga dari pihak
investor sungguh sangat beruntung karena mendapatkan dana tambahan
(ungkapan terima kasih atas pinjaman dananya), dari sini kedua belah pihak
saling diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Maka hukum

transaksi Repo SBI Syariah bisa dikatakan boleh.



